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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan Indonesia yang tersirat dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah memajukan 

kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan 

bagi rakyatnya secara adil merupakan suatu kewajiban negara.1 Bagi 

rakyat Indonesia, kesejahteraan dapat tercapai apabila kebutuhan pokok 

yaitu sandang, pangan, papan mereka telah terpenuhi. Dalam memenuhi 

ketiga hal tersebut yang perlu dilakukan adalah berusaha dengan bekerja.2 

Pemenuhan kebutuhan pokok tersebut yang menjadikan pekerjaan 

merupakan suatu faktor yang penting dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. Pentingnya pekerjaan dapat dilihat dari diundangkannya 

berbagai peraturan seputar pekerjaan seperti dalam Pasal 28 D ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

                                                             
1 Nikodemus Maringan, 2015, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol.3 no.3,  hlm.1. 
2 Sella Haryanto dan  Andari Yurikosari, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Pekerja yang Diputus Hubungan Kerjanya Karena Pekerja Menolak Mutasi Pada PT. Sanggraha 

Dhika (Studi Kasus Putusan Nomor 210/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Jkt.Pst)”, Jurnal Hukum Adigama, 

vol. 1 no.1, hlm. 2. 
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Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan ini 

dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan setiap orang baik pria maupun 

wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau 

serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.3 

Setiap orang dapat memiliki pekerjaan dengan berbagai cara, baik 

dengan membuka usaha sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Orang 

yang membuka usaha sendiri atau pemberi kerja tersebut adalah orang 

yang memberikan pekerja dengan segala konsekuensi dari pemberian 

pekerjaan tersebut yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Menurut 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnyaa yang memperkerjakan tenaga dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan pengertian ini pemberi 

kerja terdiri dari berbagai macam, mulai dari orang perseorangan sampai 

pada badan hukum. Orang perseorangan ini merupakan nuansa baru dalam 

hal pengertian pemberi kerja. Yang mana artinya, orang perseorangan ini 

mecakup pula ibu rumah tangga dan majikan-majikan yang tidak berupa 

usaha sebagai pemberi kerja sehinga pembantu rumah tangga dan pekerja-

pekerja lepas juga termasuk sebagai pekerja yang harus mendapat 

                                                             
3 Ibid, hlm. 2. 
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perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan.4 

Sedangkan, pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh 

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk yang lain dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/ buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.5 

Hubungan antara pembuka usaha (pemberi kerja) dan orang yang 

bekerja menjadi pekerja/karyawan orang yang memberi kerja tersebutlah 

yang disebut dengan suatu hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerja, upah dan perintah. Berdasarkan pengertian hubungan kerja 

tersebut jelaslah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha akan 

menciptakan atau melahirkan adanya hubungan kerja sebagai suatu bentuk 

hubungan hukum.6 

Bentuk perjanjian kerja menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibuat secara tertulis ataupun lisan. 

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 

                                                             
4 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2016, hlm. 76. 
5 Ibid. 
6 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. RajaGarafindo Persada, 

2010, hlm. 63. 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajban-kewajiban 

dari pihak pekerja yaitu: melakukan pekerjaan, mentaati aturan dan 

petunjuk dari majikan dan membayar ganti rugi dan denda. Sedangkan, 

kewajiban-kewajiban pihak pengusaha yaitu berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang seharusnya oleh pengusaha yang baik,  memberikan istirahat 

tahunan, mengurus perawatan dan pengobatan, memberikan surat 

keterangan, memberlakukan sama antara pekerja pria dan wanita serta 

membayar upah.7 

Isi perjanjian kerja pada asasnya tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang yang sifatnya memaksa dan dalam 

Undang-Undang tentang ketertiban umum atau dengan tata susila 

masyarakat.8 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, terdapat dua jenis perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT). Menurut Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat 

secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan 

sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.9 

                                                             
7 Zulkarnain Ibrahim, Piranti Susbstansi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 

(Gagasan Teori Upah Teladan), Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 41-42. 
8  Ibid. 
9 Novi Eriza, 2016, “Tanggung Jawab Ganti Rugi Atas Pemutusan Kontrak Kerja Sepihak 

Terhadap Pekerja Oleh PT.Sucofindo Episi Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, JOM Fakultas Hukum, vol. 3 no.2, hlm.2. 
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Pengakhiran perjanjian secara sepihak yang tentunya merugikan orang 

lain merupakan permasalahan yang sering terjadi pada jenis perjanjian 

kerja waktu tertentu. Dalam penerapannya, terdapat klausula dalam suatu 

perjanjian kerja waktu tertentu tentang hal-hal yang menyebabkan 

berakhirnya perjanjian. Sehingga, pada saat salah satu pihak merasa salah 

satu klausula tersebut tidak dipenuhi prestasinya maka secara sepihak 

orang yang merasa dirugikan tersebut melakukan pemutusan hubungan 

kerja dengan dasar perjanjian kerja tersebut. Hal tersebut tentunya 

bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana seharusnya 

apabila terjadi tidak terpenuhinya suatu prestasi pada perjanjian kerja 

waktu terntentu yang menyebabkan salah satu pihak ingin membatalkan 

perjanjian maka permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui proses 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kecuali, berakhirnya 

perjanjian kerja itu disebabkan karena pekerja meninggal dunia, 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, atau force majeure seperti 

bencana alam, kerusuhan sosial, dan gangguan keamanan.10 

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja 

sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja 

waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri 

                                                             
10  Ibid, hlm.3. 
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hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya 

sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu 

perjanjian kerja.11 

Keadaan-keadaan lainnya yang dapat digunakan untuk memutuskan 

hubungan kerja, khususnya yang dapat digunakan oleh pengusaha atau 

pemberi kerja sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, antara lain pekerja diduga melakukan tindak pidana 

sehingga ditahan oleh pihak yang berwajib (Pasal 160), adanya perubahan 

status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan 

(Pasal 163), tutupnya perusahaan (Pasal 164), perusahaan pailit (Pasal 

165), dan pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir 

bekerja selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut (Pasal 168).12 

Berikut adalah data jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusam 

hubungan kerja selama 4 tahun terakhir di Indonesia berdasarkan 

pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan:  

Tabel 1.1 

Data Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja 

No. Tahun Jumlah Tenaga Kerja  

yang Mengalami PHK 

1 2015 48.843 Tenaga Kerja 

                                                             
11  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4279. 
12 Budi Santoso, 2013, “Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan 

Kerja”, Mimbar Hukum, vol.25 no.3, hlm. 403. 
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2 2016 12.777 Tenaga Kerja 

3 2017 9.822 Tenaga Kerja 

4 2018 3.362 Tenaga Kerja 

Sumber: Kementrian Ketenagakerjaan13 

Meskipun berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan tersebut 

tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Indonesia 

perlahan mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir, namun bukan 

berarti permasalahan-permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja 

tidak perlu diperhatikan lagi. 

 Salah satu permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja tersebut 

ialah perusahaan yang menjadikan salah satu aturan pemutusan hubungan 

kerja sebagai tameng atau pembenaran untuk melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap karyawannya, misalnya dengan alasan mutasi 

seperti perkara di Pekanbaru dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 

Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr, perkara pemutusan hubungan kerja 

terhadap Muhammad Tamsil oleh PT.Delimuda Nusantara.  

Dalam perkara tersebut PT.Delimuda Nusantara memerintahkan 

Muhammad Tamsil untuk melaksanakan mutasi dari PT. Delimuda 

Nusantara Unit Usaha Bayas (Riau)  ke PT. Delimuda Nusantara Unit 

Usaha Kumba (Kalimantan Barat). Namun Muhammad Tamsil menolak 

dikarenakan faktor usianya yang sudah tua dan telah mencapai usia 

pensiun yakni 57 tahun. Dikarenakan faktor tersebut, Muhammad Tamsil 

                                                             
13 Hendra Friana, “Kemenaker Sebut Angka PHK Turun dalam 4 Tahun Terakhir”, 

diakses dari https://tirto.id/kemenaker-sebut-angka-phk-turun-dalam-4-tahun-terakhir-dcKl, pada 

tanggal 13 SePT.ember pukul 14.06. 
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mengajukan surat permohonan pemutusan hubungan kerja dengan alasan 

memasuki masa pensiun dan alasan lainnya karena anak-anak dari 

Muhammad Tamsil masih bersekolah dan kuliah di Pekanbaru sehingga 

masih membutuhkan pengawasan dan bimbingan. Dikarenakan penetapan 

pemutusan hubungan kerja belum dikeluarkan maka Muhammad Tamsil 

tetap datang untuk bekerja, namun secara tiba-tiba diberitahukan bahwa 

Muhammad Tamsil tidak bisa lagi bekerja karena telah melakukan 

pengunduran diri secara sepihak dan karena  Muhammad Tamsil tidak 

melaksanakan mutasi tugas di tempat kerja lebih dari lima hari. Hal 

tersebut membuat Muhammad Tamsil merasa bahwa mutasi tugas dari 

Pekanbaru ke Kalimantan Barat  merupakan alasan agar PT. Delimuda 

Nusantara dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa membayar 

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. 

Kasus diatas menjadi bukti bahwa mutasi pekerja atau buruh oleh 

perusahaan masih dijadikan tameng untuk mengakhiri hubungan kerja. 

Permasalahan ini adalah hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti 

dan membahasnya, oleh karena itu penulis memutuskan untuk membahas 

permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul “PEMUTUSAN 

HUBUNGAN KERJA DISEBABKAN PEKERJA TIDAK 

BERSEDIA DI MUTASI  (ANALISIS PUTUSAN NO.91/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Pbr) “ 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru Nomor 91/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Pbr mengenai perkara pemutusan hubungan kerja yang 

disebabkan pekerja tidak bersedia di mutasi? 

2. Bagaimana prosedur pemutusan hubungan kerja yang seharusnya di 

lakukan oleh PT. Delimuda Nusantara terkait Putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial Pekanbaru Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menetapkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru 

Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr mengenai perkara pemutusan 

hubungan kerja yang disebabkan pekerja tidak bersedia di mutasi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemutusan hubungan 

kerja yang seharusnya di lakukan oleh PT. Delimuda Nusantara terkait 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru Nomor 

91/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada penulis dan pembaca, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan 

pemahaman bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama 

mengenai penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja 

khususnya bagi karyawan yang menolak mutasi.  

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Penulis 

Dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang telah dipelajari 

semasa kuliah dan menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum 

terutama dalam penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan 

kerja khususnya bagi karyawan yang menolak mutasi. 

b) Bagi Pembaca 

Dapat menjadi pedoman/referensi/sumber informasi bagi para 

pihak yang ingin mengetahui bagaimana penyelesaian 

permasalahan terkait ketenagakerjaan khususnya tentang 

pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang menolak mutasi. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini ialah terbatas pada bidang 

hukum ketenagakerjaan dengan fokus pemutusan hubungan kerja yang 
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dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya yang menolak mutasi, baik 

mengenai peraturan maupun prosedur pemutusan hubungan kerja yang 

harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam 

mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat.14  

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya 

pembuktian yang mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.15 Pada 

hakekatnya, pertimbangan hakim hendaknya juga memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang 

tidak disangkal; 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam 

persidangan; 

                                                             
14 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2004 hlm.14. 
15 Ibid, hlm. 141. 
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c. Semua bagian dari petitum penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim 

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya serta 

dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar 

putusan.16 

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim dalam penelitian 

ini karena penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim 

yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 

No.91/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr untuk mengetahui keabsahan 

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

alasan pekerja tidak bersedia di mutasi. 

2. Teori Perjanjian Kerja 

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.17 

Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian kerja apabila 

memenuhi tiga unsur berikut ini: 

1. Ada Orang Di Bawah Pimpinan Orang Lain 

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang 

lain. Dalam pernjanjian kerja, unsur perintah ini merupakan hal 

yang cukup penting dikarenakan tanpa adanya unsur perintah, 

                                                             
16 Ibid, hlm. 142. 
17 F.X Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.7. 
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suatu perjanjian bukanlah perjanjian kerja. Dengan adanya unsur 

perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak 

tidaklah sama dimana pihak yang satu kedudukannya di atas (pihak 

yang memerintah), sedangkan pihak yang lain kedudukannya di 

bawah. Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan 

subordinasi. 

2. Penunaian Kerja 

Penunaian kerja artinya melakukan pekerjaan. Istilah 

melakukan pekerjaan tidak dipergunakan karena istilah tersebut 

mempunyai arti ganda. Istilah melakukan pekerjaan dapat berarti 

persewaan tenaga kerja atau penunaian kerja. Dalam persewaan 

tenaga kerja yang tersangkut dalam kerja ialah tenaga manusia, 

sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut 

ekonomis. Dalam penunaian kerja, yang tersangkut dalam kerja 

adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi 

dipandang dari sudut sosial ekonomis. 

3. Adanya Upah 

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 

2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
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keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.18 

Penulis menggunakan teori perjanjian kerja dalam penelitian ini 

karena segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban pemberi kerja 

dalam hal ini PT. Delimuda Nusantara dan Muhammad Tamsil 

(pekerja) diatur dalam suatu perjanjian kerja. 

3. Teori Keadilan 

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan 

kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu 

terhadap masyarakat atau individu terhadap masyarakat atau individu 

yang lainnya merupakan pengertian dari teori keadilan.19 

Suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan 

positif, tetapi sesuai dengan penerapannya merupakan definisi keadilan 

dalam arti legalitas. Keadilan ialah menerapkan hukum sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan 

berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. 

Inilah keadilan berdasarkan hukum. Keadilan menurut Hans Kelsen 

adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah sah 

menurut hukum.20 

                                                             
18 Ibid, hlm.7-8. 
19 Salim dan  Erlies SePT.iana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014,hlm.26. 
20 Deden Muhammad Surya, 2018, “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi 

Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan”, Wawasan Yuridika, vol.2 

no.2,  hlm.173-174. 
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Penulis menggunakan teori keadilan karena teori tersebut 

mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yang mana dalam 

putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.91/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Pbr, Muhammad Tamsil mengajukan gugatan karena 

merasa tidak adanya keadilan dalam pemutusan hubungan kerja yang 

dilakukan oleh PT. Delimuda Nusantara. Muhammad Tamsil merasa, 

keadilan yang berarti menerapkan hukum sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh suatu tata hukum tidak terwujudkan dalam pemutusan 

hubungan kerja tersebut. 

4. Teori Upah Teladan  

Muh. Abdul Mun’im Affar menjelaskan secara sederhana bahwa 

upah dapat dikatakan sebagai gaji yang dibayarkan kepada pekerja 

karena mereka ikut andil dalam sebuah proses produksi. Dalam sistem 

kapitalis ada teori yang menerangkan mengenai upah, dimana teori 

tersebut sesuai dengan zaman, sudut pandang, kondisi pada saat itu dan 

filosofi yang dianut oleh pakarnya, berikut dibawah ini: 

1. Subsistence theory of wages, teori ini menyatakan bahwa upah 

dibatasi dengan tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan untuk 

memenuhi biaya hidup seorang pekerja dan keluarganya. 

2. Wage fund theory of wages, teori ini menyatkan bahwa upah 

dapat berubah sesuai dengan unsur yang mempengaruhinya 

yakni permintaan dan penawaran.  
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3. Marginal productivity theory of wages, teori ini didasarkan 

pada produktivitas marginal buruh., yang artinya jumlah upah 

buruh didasarkan pada kemampuan buruh dalam memproduksi 

barang atau jasa. Semakin banyak hasil produksi buruh, maka 

semakin banyak upah yang diterima. 

4. Bargaining theory of wage, teori ini menjelaskan bahwa ada 

batas minimum dan maksimum upah, yang mana upah yang 

berlaku merupakan hasil kesepakatan dan persetujuan antara 

kedua belah pihak. 

5. Teori daya beli, dasar dari teori ini ialah permintaan pasar atas 

barang dengan upah. Supaya barang terbeli maka upah harus 

tinggi, jika upah rendah maka daya beli tidak ada dan barang 

tidak laku. 

6. Teori upah hukum alam, teori ini menyatakan bahwa upah 

ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara 

atau memulihkan tenaga kerja buruh yang telah dipakai untuk 

proses produksi.21 

Teori upah teladan dilandasi oleh asas-asas dalam cita hukum 

Pancasila yang seharusnya mendasari pengaturan hukum pengupahan 

yang harus dilaksanakan oleh pekerja dan pengusaha yang 

berbasiskan: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

                                                             
21 Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal 

Equilibrium, vol.1 no.2, 2013, hlm 244-255. 
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2. Penghormatan Atas Martabat Manusia 

3. Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara 

4. Persamaan dan Kelayakan 

5. Keadilan Sosial 

6. Moral dan Budi Pekerti yang Luhur 

7. Partisipasi dan Transparasi Dalam Proses Pengambilan Putusan 

Publik.22 

Penulis menggunakan teori upah teladan karena berkaitan dengan 

penelitian ini dimana penulis ingin menganalisis prinsip dari upah 

teladan ini diterapkan atau tidak oleh PT. Delimuda Nusantara dalam 

membayar upah pekerjanya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan penulis disesuaikan dengan objek 

ilmu yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui 

kajian pustaka.23 

  Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas 

hukum, penelitian terhadap sistetematika hukum, penelitian terhadap 

                                                             
22 Zulkarnain Ibrahim, Op.Cit., hlm.81. 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.13 
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taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian 

perbandingan hukum.24  

2. Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan 

penelitian antara lain: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

  Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan 

menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan 

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di 

teliti.25 Dalam penelitian ini penulis menggunakan: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4279. 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4356. 

                                                             
24 Bambang Sungguno, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2015, hlm. 42 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum:Edisi revisi, Jakarta, Prenada Media, 2011, 

hlm.93-94. 
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Reupblik 

Indonesia Nomor 3468. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715 

6. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Pbr. 

b. Pendekatan Konseptual (ConcePT.ual Approach) 

  Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum 

yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.26 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

  Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mengkaji 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang 

perkaranya telah diputus oleh pengadilan.27 

 

                                                             
26  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2017, hlm.93. 
27  Ibid. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

  Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data 

sekunder ialah bahan yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

undangan.28 Data sekunder yang digunakan penulis  dalam penelitian 

ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer  adalah bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri dari peraturan perundang-udangan yang berkaitan 

dengan objek penelitian.29 Di dalam penelitian ini, bahan hukum 

primer yang digunakan penulis meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4279. 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4356. 

                                                             
28  Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 106. 
29 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, 2010, hlm.90. 
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Reupblik 

Indonesia Nomor 3468. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715 

6. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.Sus-

PHI/2017/PN.Pbr. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat 

kaitannya dengan bahan-bahan primer yang dapat membatu 

menganalisis serta memahami data-data primer, meliputi rencana 

peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana dan hasil-

hasil penelitian.30 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan 

internet.31 

                                                             
30 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Aldabeta, 2015, 

hlm.67. 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 13-14. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum 

dalam penelitian ini ialah teknik kepustakaan. Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara 

deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan 

dengan permasalahan yang berakitan dengan penelitian ini.32 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

  Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-

uraian yang kemudian disusun secara sistematis.  Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga 

penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.33 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis guna 

menjawab permasalahan yang diteliti ialah metode deduktif yaitu 

dengan cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum 

yang bersifat umum ke bahan hukum yang bersifat khusus.34 

                                                             
32  Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung:Penerbit Maju, 2008, 

hlm.35. 
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 2007, hlm.21. 
34 Bahrer Johan Nasution, Op.Cit., hlm.35. 
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